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1
PUTUSAN

Nomor: 265/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 

dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pengguagt. umur 29tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di 

abupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Terguagt, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten 

Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2013 

yang terdaftar di Kepaniteraan pengdilan Agama Sengkang dengan nomor 265/

Pdt.G/2013/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 

16 Juni 2003 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama selama 8 

tahun lebih dan telah melahirkan dua orang anak yang 
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Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti 

saksf'SeBSnyak dua orang, keduanya hadir di muka sidang dan telah memberikan 

keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita 

acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan 
tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang 

telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat 

dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pemah hadir, maka 

selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa karena temyata Tergugat tidak pemah hadir di persidangan 

dan juga tidak menguasakan kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah sehingga ia hams dipandang telah melepaskan haknya untuk menjawab 

gugatan Penggugat tersebut, dan selanjutnya dinyatakan pula tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, akan tetapi 

demi untuk memenuhi maksud pasal pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 serta pasal 76 

ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 

3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 tahun 2009 tentang 

peradilan Agama serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan 

sepihak yang sifatnya sangat subjektif, maka kepada penggugat tetap dibebani 

pembuktian, untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) 

dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yang diajukan Penggugat, oleh majelis 

dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti karena sengaja 

dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta 

berisikan pemyataan yang menerangkan bahwa sejak tanggal 16
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Menimbang, bahwa akan tetapi temyata dikehidupan rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat yang teijadi adalah percekcokan terus menerus yang berlanjut 

dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga tujuan perkawinan 

sebagai mana yang dikehendaki oleh A1 Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 

UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa lagi pula karena sikap Penggugat yang benar benar sudah 

tidak mau lagi mempertahankan ikatan suami isteri dengan Tergugat, begitupun 

sebaliknya Tergugat juga telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kepada Penggugat, 

hal itu ditandai dengan adanya perbuatan Tergugat yang menterlantarkan Penggugat 

selama 10 bulan lebih, sehingga majelis hakim secara hukum tidak dapat 

memaksakan agar penggugat dan Tergugat kembali rukun lagi, karena jika demikian 

halnya maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudaratan bagi kedua 

belah pihak.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua keluarga dekat 

Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan 

telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan antara Penggugat dengan 

Tergugat, tetapi temyata sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi karena keduanya 

sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk 

menghindar dari kemudaratan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal 

tersebut sesuai dengan maksud A1 Quran Surah An Nisa ayat 130 yang artinya 

kurang lebih sebagai berikut: Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan 

memberikan keuntungan kepada masing musing dari limpahan karunianya dan Allah 

maha luas lagi maha bijaksana.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh penggugat adalah juga 

keluarga dan atau tern an dekatnya maka untuk mempersingkat acara, keterangan 

saksi tersebut diambil alih oleh majelis hakim untuk dijadikan sebagai keterangan 

keluarga sehingga maksud pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 dapat dianggap 

telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, 

maka majelis berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar benar 
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telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka 

gugatan penggugat tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak
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6

melawan hukum serta telah bersesuaian dengan pasal 19 (
Pasal 116(f) dan pasal 133 ayat (2) Kompilasi hukum Ter

gugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara 

Verstek sesuai dengan maksud pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa karena petitum primer dalam perkara ini yang meinta 

agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sifatnya 

sangat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta fakta hukum yang ada dan 

dihubungkan dengan petitum subsider maka bentuk perceraian yang paling tepat dan 

sesuai dengan pasal 119 (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan 

talak satu bain shugra’ Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat ( 1 ) UU No. 7 

tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan UU No. 50 tahun 2009, maka pengadilan merasa perlu mencamtumkan amar 

yang isinya memerintahkan panitera pengadilan Agama Sengkang untuk 

menyampaikan salinan putusan ini selambat lambatnya 30 hari setelah berkekuatan 

hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat 

kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No 7 tahun 1989 biaya perkara 

dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undangan dan hukum syara" 

yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra’ Tergugat terhadap Penggugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan 

salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum 

tetap.

5. Membebankan pengggat, untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
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